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SURAT EDARAN

NOMOR : SE- U5/PJ. 03/2008

dalam hal pengguna jasa bukan merupakan

~1

TENTANG

PENYAMPAIAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasi lan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, bersama in!
disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain:

1. Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final.

2. Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang

memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa

yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b:
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang

dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang

dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

3. Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada butir 2, tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap
setelah Pajak Penghas ilan yang bersifat final.

4. Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam butir 3, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

5. Pajak Penghas ilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada butir 1:
a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa

merupakan pemotong pajak; atau
b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa,

pemotong pajak.



6. Besarnya Pajak Penghasilan yang dipolong alau diselor sendiri sebagaimana dimaksud pada
bulir 5 adalah :
a. jumlah pembayaran, lidak lermasuk Pajak Pertambahan Nilai , dikalikan larif Pajak

Penghasilan sebaga imana dimaksud dalam bulir 2; alau
b. jumlah penerimaan pembayaran , lidak lermasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan larif

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam bulir 2 dalam hal Pajak Penghasilan
diselor sendiri oleh Penyedia Jasa.

7. Penyedia Jasa waj ib melakukan pencalalan yang lerpisah alas biaya yang limbul dari
penghasilan yang dile rima alau diperoleh dari kegialan usaha selain usaha Jasa Konsl ruksi.

8. Terhadap konl rak yang dilandalangani sebelum langgal 1 Januari 2008 dialu r:
a. untuk pemba yaran konlrak alau bagian dari konlrak sampai dengan langgal 31 Desember

2008 , pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraluran Pemerinlah Nomor 140
Tahun 2000 lenlang Pajak Penghasi lan Alas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konslru ksi;

b. untuk pemba yaran konlrak alau bagian dari konlrak selelah langgal 31 Desember 2008,
pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraluran Pemerinlah Nomor 51 Tahun 2008
lenlang Pajak Penghasilan Alas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konslruksi.

9. Kerugian dari usaha Jasa Konsl ruksi yang masih lersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008
hanya dapal dikompensasi sampai dengan Tahun Pajak 2008.

10 Pada saal Peraluran Pemerinlah Nomor 51 Tahun 2008 lenlang Pajak Penghasilan Alas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konslruksi mulai berlaku, Peraluran Pemerinlah Nomor 140
Tahun Tahun 2000 lenlang Pajak Penghasilan Alas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konslruksi
dicabul dan dinyalakan lidak berlaku .

Para Kepala Kanlor Wilayah diminla melakukan sosial isasi kepada para wajib pajak dan
mengawasi pelaksanaan Peraluran Pemerinlah lersebut.

Demikian disampaikan unluk dikelahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ;

Temb usan:
1. Sekrelaris Jenderal Departemen Keuangan ;
2. Inspeklur Jenderal Departemen Keuangan ;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Sekrelaris Direkloral Jenderal Pajak ;
5. Para Direklur di Lingkungan Direkloral Jendera l Pajak ;
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direkloral Jenderal Pajak .


